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CONTOH KEBIJAKAN LUAR NEGERI (AS)

Berkaitan dengan kebijakan luar negeri AS, para pengamat baik dari dalam maupun luar AS memandang bahwa kebijakan luar negeri AS sering membingungkan dan ruwet. Berbagai keputusan sering diambil terkesan terburu-buru. Proses menemukan cara yang tepat untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang diantara sekian banyak orang yang terlibat di nilai kurang memuaskan untuk menghasilkan undang-undang secara maksimal.

Tak ada perspektif tunggal yang dapat menjelaskan arti dasar kebijakan luar negeri AS. Beberapa faktor yang menyulitkan formulasi kebijakan luar negeri AS adalah: 

 Pertama, adanya bagian masyarakat AS yang lebih pro-isolasi dan sering kurang mengetahui permasalahan. 

 Kedua, meningkatnya pengaruh dan pelembagaan kelompok-kelompok dengan kepentingan khusus dan think tanks untuk masalah-masalah kebijakan luar negeri AS yang ikut menentukan perdebatan mengenai kebijakan. 

 Ketiga, berbagai birokrasi yang saling berebut pengaruh yang mengakibatkan yurisdiksi yang tumpang tindih atas suatu isu. 

 Keempat, media AS juga ikut berperan dalam mengeksploitasi dan mempolarisasi isu mengenai kebijakan luar negeri. 

 Kelima, kongres juga semakin berperan dalam penentuan kebijakan luar negeri yang menimbulkan persepsi bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam menentukan kebijakan luar negeri adalah untuk pertimbangan-pertimbangan politik di dalam negeri.

Banyak yang beranggapan bahwa Presiden AS memiliki kekuasaan lebih besar daripada yang diperkirakan dan dimilikinya. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Disamping itu, konstitusi AS memberikan peluang kepada Presiden untuk memimpin di dalam penentuan  atas kebijaksanaan luar negeri dan pertahanan AS. Namun demikian, baik konstitusi maupun hubungan yang berlaku antara kongres dan pemerintah juga membatasi kekuasaan itu.

Konsitusi AS menjamin berlakunya suatu sistem yang bersifat check and balance dimana masing-masing elemen utama yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif menjalankan kekuasaan masing-masing yang saling membatasi.

Dilihat secara historis, evolusi prinsip-prinsip politik luar negeri AS sudah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Jerel A. Rosati, misalnya, membagi perjalanan politik luar negeri AS kontemporer kedalam tiga periode waktu. 

Pertama, adalah era Perang Dingin (1940an –1960an). Pada masa ini, prinsip politik luar negeri AS sangat di dominasi oleh keinginan untuk membendung penyebaran kekuatan komunis yang di motori oleh Uni Soviet. Dengan kata lain, containment policy menjadi leitmotif dari politik luar negeri AS. Lebih jauh, politik luar negeri AS pada era perang dingin sulit di pisahkan dengan kebijaksanaan keamanan nasionalnya yang sangat menekankan pada kekuatan militer sebagai langkah deterrence terhadap kekuatan politik-militer Uni Soviet. Para pembuat kebijakan politik luar negeri AS percaya bahwa tindakan AS untuk melindungi negara lain secara militer  -yang dimanifestasikan dalam pembentukan aliansi militer di berbagai penjuru dunia- dari kemungkinan ancaman Uni Soviet secara tidak langsung akan meningkatkan keamanan nasionalnya. Era ini sekaligus pula menyebabkan AS melakukan tindakan-tindakan intervensi di berbagai kawasan dunia termasuk keterlibatannya dalam Perang Vietnam.

Pada periode kedua, era pasca Perang Vietnam (1960an-1980an), prinsip pembendungan ini masih sangat mewarnai politik luar negeri AS. Namun kekalahan yang di alami AS dalam Perang Vietnam yang telah menghabiskan dana tak kurang dari 30 milyar dollar AS selama masa perang tersebut telah memaksa negeri itu untuk meninjau kembali prinsip pembendungan terhadap komunis. Sejak peristiwa ini, para pengambil keputusan politik luar negeri mulai kembali memikirkan secara serius keadaan perekonomian AS yang terus memburuk. Pada masa ini prinsip pembendungan dan pengembangan akses terhadap pasar global menjadi hirauan utama politik luar negeri AS. Kegagalan yang dialami AS dalam Perang Vietnam dan tidak berfungsinya Bretton Woods System telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam lingkungan internasional dan domestik AS, yang menyebabkan munculnya tiga pola baru dalam polugri AS:  satu, kebijaksanaan ekonomi luar negeri menempati agenda utama politik luar negeri sejalan dengan mengemukanya permasalahan ekonomi domestik dan internasional; dua, hampir setiap kepemimpinan di AS melakukan modifikasi terhadap arah perjalanan kebijaksanaan keamanan nasional dan politik luar negerinya; tiga, pada era pasca Perang Vietnam ini AS seringkali mengalami kesulitan  dalam merencanakan politik luar negeri yang tepat untuk merespon perubahan yang terjadi dalam lingkungan globalnya sekaligus meraih simpati dan dukungan penuh dari kalangan masyarakatnya terhadap pelaksanaan politik luar negerinya.

Periode ketiga, yakni era pasca Perang Dingin terdapat beberapa penyesuaian prinsip politik luar negeri AS sejalan dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam politik dunia. Pada masa yang ditandai oleh serba ketidak pastian dalam politik  internasional telah memunculkan hirauan terhadap nilai-nilai demokrasi, HAM, dan Lingkungan Hidup, sebagai prinsip utama dalam politik luar negeri AS.

Didalam sejarah perjalanan politik luar negeri AS, telah terjadi perdebatan antara realisme dan idealisme dan sudah berlangsung sejak awal abad 20.
 Dalam masa-masa Perang Dunia I, Idealisme lebih mendominasi warna politik luar negeri AS ketika Woodrow Wilson mengarahkan agenda politik luar negeri AS untuk menciptakan suatu tata dunia yang lebih damai. Visi utama politik luar negeri AS pada masa itu adalah menciptakan keamanan internasional melalui penerapan hukum internasional dan organisasi internasional. Hal ini merupakan manifestasi dari gagasan Woodrow Wilson yang di kenal sebagai The Fourteen Points.
  

Namun pecahnya Perang Dunia II menandai kegagalan idealisme dalam politik luar negeri AS dan politik internasional. Penganut realisme menyatakan bahwa dalam sistem internasional yang bersifat anarkhis dan konfliktual, para aktor negara bangsa tidak dapat menyandarkan interaksi mereka pada hukum dan organisasi internasional melainkan pada power yang tercermin dalam kekuatan militer. Oleh karenanya pasca Perang Dunia II atau di kenal masa Perang Dingin menandai munculnya dominasi realisme dalam politik luar negeri AS. Perjalanan politik luar negeri AS sangat menekankan supremasi power, kemudian menciptakan sistem internasional bipolaritas berhadapan dengan Uni Soviet.

Idealisme mengemuka kembali pasca Perang Dingin, hal ini dapat di lihat dari kebijakan luar negeri AS yang cenderung mengedepankan hirauan nilai-nilai humanis, melalui demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup. Lebih jelasnya adalah melalui pertimbangan keamanan nasional dan kesejahteraan rakyat yang merupakan suatu hal yang paling mengemuka dari politik luar negeri AS. Keamanan nasional di gambarkan sebagai bagian kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan untuk membentuk kondisi politik nasional dan internasional yang sesuai untuk melindungi dan memperluas nilai-nilai yang vital dalam menghadapi lawan.

Kebijakan keamanan nasional itu di bagi ke dalam tiga dimensi, yaitu: ekonomi, militer dan diplomasi. Secara umum kepentingan nasional AS adalah:

1. Keamanan Nasional,

2. Kesejahteraan Ekonomi,

3. Keselamatan warga negara AS dan wilayah AS,

4. Penegakan Hukum,

5. Demokrasi dan Hak Azasi Manusia,

6. Tanggapan Kemanusiaan, 

7. Penyelesaian masalah Global seperti Lingkungan, Populasi, dan Kesehatan.

Dari tujuh masalah global tersebut, di jabarkan lagi ke dalam tujuan- tujuan strategis yang terdiri atas :

1. Stabilitas regional : memperkuat keamanan AS dan mencegah timbulnya instabilitas yang dapat mengancam kepentingan AS dan sekutunya.

2. Senjata Penghancur Massal : mengurangi resiko ancaman senjata penghancur massal terhadap AS dan sekutunya.

3. Pasar Terbuka : membuka pasar dunia untuk meningkatkan perdagangan dan melancarkan arus barang, jasa dan modal.

4. Ekspor AS : meningkatkan ekspor AS hingga mencapai 1,2 trilyun dollar pada awal abad 21.

5. Pertumbuhan dan Stabilitas Global : meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi global.

6. Pembangunan Ekonomi : menciptakan pertumbuhan yang tinggi untuk meningkatkan standar hidup dan mengurangi disparatis kesejahteraan di dalam negeri dan antar negara.

7. Warga Negara AS : melindungi keselamatan dan keamanan warga negara AS yang tinggal dan melakukan perjalanan ke luar negeri.

8. Perjalanan dan Imigrasi : mengelola secara efektif dan adil imigran, pengungsi dan orang asing yang berkunjung ke AS.

9. Kejahatan Internasional : meminimalisir pengaruh kejahatan internasional terhadap negara dan warga negara AS.

10. Obat-obatan Terlarang : mengurangi arus masuk obat-obatan terlarang ke AS.

11. Kontra Teroris : mengurangi usaha-usaha terorisme yang dapat mengganggu warga negara serta kepentingan nasional AS.

12. Demokrasi dan HAM : melaksanakan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis, penghormatan atas hukum dan pemerintahan yang bersih serta penghormatan terhadap HAM.

13. Lingkungan : melindungi lingkungan global dan melindungi AS dan warga negaranya dari dampak degradasi lingkungan internasional.

14. Populasi : menciptakan populasi dunia yang terkendali.

15. Kesehatan : melindungi kesehatan umat manusia dan mencegah penyebaran penyakit menular.

Untuk mempertahankan hegemoninya, AS sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia, tidak segan-segan untuk menciptakan suatu kebijakan yang diarahkan keluar maupun ke dalam negerinya, yang tentu akan memerlukan suatu strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan mempergunakan sarana dan prasarana, baik dalam bidang komunikasi, transportasi maupun teknologi persenjataan yang cukup potensial dan modern dalam melaksanakan kebijakan AS demi mewujudkan ambisinya menjadi pemimpin dunia. 

Kebijakan yang diterapkan sejak Bill Clinton khususnya Departemen Pertahanan AS di bawah kepemimpinan William J. Perry, yaitu kebijakan enlargement dan engagement. Kedua jalur ini dijalankan secara bersamaan, karena AS merasa perlu menggabungkan jalur kebijakan ini, sebagai aplikasi kepentingan AS melalui politik luar negerinya. William J. Perry mengemukakan pendapatnya seperti di kutip M. Thomas Davis, yaitu: “The current national security strategy of the United State, known formally as engagement and enlargement, is designed to enlarge the community of market democracies while deterring and limiting a range of threat of our nation, our allies and our interest. Maintaining a strong defense, promoting cooperative security measures, working to open foreign market, and promoting democracy abroad are the policy initiative intended to secure these objectives”
. 

Dari pendapat Perry tersebut, dapat dikemukakan bahwa kebijakan keamanan nasional AS saat ini, dikaitkan dengan kebijakan enlargement (perluasan) dan engagement (kerjasama pertahanan/aliansi), diciptakan untuk memperluas komunitas pasar yang demokratis ketika menghadapi hambatan, dan membatasi perluasan dari ancaman terhadap negara, sekutu dan kepentingan AS. Dengan memelihara pertahanan yang kokoh dan mempromosikan tindakan keamanan bersama, mengusahakan membuka ke luar, dan menyebarluaskan demokrasi yang merupakan kebijakan yang diterapkan untuk mengamankan objek-objek tersebut.

AS masa pemerintahan Bush, menjalankan kebijakan-kebijakannya dalam dunia yang berada antara dua tarikan yang saling bertolak belakang, maupun dalam dunia yang menggambarkan kombinasi antara dua tarikan tersebut. Masing-masing tarikan itu akan menghasilkan perilaku politik yang berbeda, dan pola perilaku inilah yang kemudian membawa efek pada isu-isu global, termasuk memerangi terorisme.
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